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ABSTRAKSI 

 Penelitian ini berjudul “Kesadaran hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban 

Pencatatan Perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. 

 

 Kemudian peneliti bertujuan  untuk mengetahui bagaimana kesadaran 

masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan khususnya di Kecamatan 

Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, faktor-faktor yang menyebabkan 

masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya serta bagaimana kesadaran pegawai 

pencatat nikah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban 

pencatatan perkawinannya.  

 

 Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan analisis 

kualitatif lapangan. Dan jika ditinjau dari proses analisis datanya maka dapat 

digolongkan kepada research deskriptif. Analisa data dilakukan dengan menyusun data 

secara sistematis dan mengorganisasikan nya kemudian menyeleksi dan 

mendeskripsikan nya, serta menarik kesimpulan. 

 Selanjutnya dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, bahwa hasil 

penelitian nya adalah kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan 

perkawinan masih rendah, hal ini yang di uji dengan empat indikator kesadaran 

terhadap hukum yakni pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, 

sikap dan perilaku terhadap hukum, adapun faktor-faktor yang menyebabkan sehingga 

masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya adalah pemahaman masyarakat terhadap 

hukum pencatatan perkawinan, banyaknya perkawinan kedua tanpa adanya bukti 

otentik dengan istri pertama, banyaknya perkawinan yang dilaksanakan secara 

marlojong, pemahaman terhadap sahnya suatu perkawinan dan ketidak tahuan 

masyarakat terhadap hukum, serta  kesadaran pegawai pencatat nikah dalam hal 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih 

rendah terbukti dari sosialisasi hukum yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

hanya sekedar tambahan dalam suatu acara tertentu seperti pengajian-pengajian, safari 

jum’at serta penjelasan pencatatan perkawinan hanya pada Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah saja belum pernah dilaksanakan acara khusus untuk itu seperti acara penyuluhan 

hukum khusus pencatatan perkawinan dan lain-lain. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin 

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 

b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 - Bã b ب

 - Tã t ت

 Să s s (dengan titik di atasnya) ث

 - Jim j ج

 Hă h (dengan titik di bawah) ح

 - Khă kh خ

 - Dal d د

 Zal z z (dengan titik di atasnya) ذ

 - Ră r ر

 - Zai j ز

 - Sĩ s س

 - Syĩm sy ش

 Şăd ş s (dengan titik di bawahnya) ص

 Dăd d d (dengan titik di bawahnya) ض

 Ţă t t (dengan titik di bawahnya) ط

 Ză z z (dengan titik di bawahnya) ظ

 ãin ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 - Gain g غ

 - Fă f ف

 - Qăf q ق

 - Kăf k ك

 - Lăm l ل

 - Mĩm m م

 - Nũn n ن



 - Wãwũ w و

 - Hã h ه

 Hãmzah ‘ Afostrop, tetapi lambang ini ء

tidak mempergunakan untuk 

hamzah di awal kata 

 - Yã y ي

 

II. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 

Contoh: احمدية ditulis ahmadiyyah. 

 

III. Tãmarbũtah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. 

Contoh: جما عة ditulis jãmã’ãh 

2. Bila dihidupkan ditulis t 

Contoh: كرامة الأولياء ditulis kãrãmãtũl-auliyã 

 

IV. Pokal Pendek 

Fathah ditulis ã, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis û. 

 

V. Vokal Panjang 

A Panjang ditulis ã, i panjang ditulis ĩ, dan u panjang ditulis û, masing-masing 

dengan tanda hubung (-) di atasnya 

 

VI. Pokal Rangkap 

Fathah + yã tampa dua titik yang dimatikan ditulis ãi, ditulis dan Fathah + wãwû 

mati ditulis au. 

 

VII.  Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalan satu kata Dipisahkan dengan 

apostrop (‘) 

Contoh: اأنتم ditulis a’antum 

 ditulis mu’annaş مؤنث :             

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al_ 



Contoh : القرأن ditulis Al-Qur’ãn 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya. 

Contoh :  ألشيعة asy-Syĩ’ah 

IX. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

 

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 

1. Ditulis kata perkata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.  

Contoh: شيح الإسلام ditulis syãikh al-Islãm atau sykhũl-Islãm. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut 

arti majasi (metaphoric) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang 

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria 

dengan seorang wanita.1 

Hal ini berarti pernikahan (perkawinan) pada dasarnya dikaitkan dengan 

konteks hubungan biologis sehingga jika dikaitkan dalam arti hukum berarti 

halalnya melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad. 

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan 

didefenisikan dengan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dari sunnatullah dan 

bahagian dari hukum alam di dunia.  Hal ini sesuai dengan firma Allah3 

                         

    

 

                                                           
1Mohd.  Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 

1. 
2Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1. 
3Q.S. yaasiin: 36: 36. 

1 
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Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-     

jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka diri mereka 

sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.4 

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 

makhluknya terutama bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dalam 

kelestarian hidupnya, apabila masing-masing pasangan sudah siap melakukan 

peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.  Dengan 

demikian muncullah keturunan yang baik dan terpelihara keabsahan nasabnya. 

Adapun dasar yang lain tentang perkawinan sebagai suatu perbuatan 

yang dianjurkan oleh agama sesuai dengan firman Allah 5 

                          

                 

 

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang laki-laki dan perempuan yang perempuan.  Jika mereka miskin 

Allah akanmemampukanmereka dengan karunianya, dan Allah maha 

luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.6 

 

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, jelaslah bahwa perkawinan 

Merupakan perbuatan yang sakral dan dianjurkan oleh agama Islam juga 

mempunyai implikasi sosial yang tinggi dalam rangka menjaga keharmonisan 

                                                           
4Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya.(Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm.  710. 
5Q.S. An-Nuur: 24: 32. 
6Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya.(Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm.  430. 
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dan ketentraman masyarakat sehingga perkawinan harus diatur melalui 

peraturan hukum yang tegas. 

Undang–Undang No. 22 Tahun 1946, tanggal 21 November yang 

berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-Undang No.32 Tahun 1954 

Tanggal 26 Oktober 1954 (LN .  1954 No.  98), yakni Undang–Undang 

pencatatan nikah, Talak dan Rujuk mengatur tentang pencatatan nikah, talak 

dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam.  Dalam pasal 1 UU No.22 Tahun 1946 

di tentukan bahwa: 

Nikah yang di lakukan menurut agama Islam di awasi oleh pegawai 

pencatat nikah yang di angkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang 

ditunjuk olehnya.7 

 Perkawinan merupakan salah satu kajian Fiqih Islam yang bersifat 

dinamis (berkembang) yang dalam hukum Islam dikenal dengan 

Munakahat.Oleh karena kajian Munakahat bersifat dinamis, maka sering 

terjadi perbedaan pendapat ulama.  Secara teori perbedaan pendapat ini 

merupakan suatu hal yang biasa dan terkadang harus demi sebuah perjalanan 

panjang diskusi keilmuan, tetapi hal itu menjadi masalah ketika diterapkan di 

tengah-tengah masyarakat, karena menimbulkan perbedaan yang mengarah 

kepada ketidak nyamannya keluarga yang melangsungkan perkawinan, 

sehingga bukan manfaat yang di dapat, tetapi sebaliknya. 

                                                           
7Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Pasal 1 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 

Rujuk bagi orang Islam. 
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 Oleh karena itulah perkawinan di Indonesia diundangkan tepat pada 

tanggal 2 Januari 1974 sebagai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan (Lembaran Negara Indonesia No. 1 Tahun 1974), walaupun 

demikian Undang-Undang tersebut belum dapat dijalankan secara efektif 

sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hal itu. 

Sejak diundangkan nya UU NO 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi 

kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.UU 

ini merupakan kodifikasi dan udikasi hukum perkawinan, yang bersifat 

Nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, 

tanpa harus diresipir oleh Hukum Adat. 

Pencatatan perkawinan seperti yang di atur pasal 2 Ayat (2) meski telah 

disosialisasikan selama 20 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya 

kendala yang berkepanjangan.Karena itu upaya ini perlu terus-menerus di 

lakukan dan berkesinambung. 

  Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat Muslim masih ada yang 

memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fiqh.Menurut 

pemahaman persi ini, perkawinan telah cukup, apabila syarat dan rukunnya 

menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akta 

nikah.Kondisi semacam ini di praktekkan sebagian masyarakat dengan 

menghidupkan praktek kawin siritanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) sebagai petugas resmi yang di serahi tugas itu.Belum lagi apabila ada 

oknum yang memanfaatkan peluang ini, untuk mencari keuntungan pribadi, 
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tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama 

sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin istri pertama, atau izin 

Pengadilan Agama.  Kenyataansemacam ini, menjadi hambatan besar 

suksesnya pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut. 

 Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak 

dapat lebih mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai keadilan dan 

ketertiban dalam sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan 

rumah tangga.Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh jadi karena 

keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negative 

yang lebih besar, sangat mendesak.8 

 Di samping itu Undang-Undang No.7 Tahun 1998 juga telah mengatur 

wewenang Pengadilan Agama tentang permasalahan hukum bagi umat Islam, 

yang mana pada tahun berikutnya lahir Instruksi Presiden (Inpers) No. 1 

Tahun 1991 Kompilasi hukum Islam yang pada buku pertama nya mengatur 

tentang hukum Perkawinan. 

 Terkait dalam hal menertibkan perkawinan agar setiap perkawinan 

terkoordinir, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 menyatakan 

pernikahan bagi masyarakat Islam harus dicatatkan. 

                                                           
8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm.  

107. 
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Bagi umatIslam yang tidak mencatatkan perkawinannya atau yang 

enggan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka 

akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya diklarifikasikan sebagai 

perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau compassionate marriage.9 

Perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, maka perkawinan tersebut tidak di akui secara formal 

dan dianggap sebagai perkawinan dibawah tangan. 

Kawin seperti ini dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, 

dengan hanya melengkapi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak 

didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, seperti di atur dan ditentukan oleh 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974.10 Istilah lain yang sama dengan kawin 

dibawah tangan dikenal juga dengan kawin sirri. 

Di Kecamatan Batang Angkola mayoritas penduduknya beragama 

Islam.Tetapi masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya hal mencatatkan 

perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama setempat.Sedangkan perkawinan 

tersebut dianggap tidak formal dan tidak memiliki kekuatan hukum bahkan di 

anggap sebagai perkawinan liar (sirri). 

Menurut kepala KUA Kecamatan Batang Angkola mengakui hal itu 

dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti banyaknya pernikahan secara 

marlojong dan perkawinan kedua yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap 

                                                           
9 Abdul Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 295. 
10Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,Op.cit., Pasal 2 ayat 2 . 
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dari Pengadilan dalam perceraiannya dengan istri pertama, akhirnya kata beliau 

secara institusi KUA lebih pasif menunggu masyarakat yang mau berurusan.  

Kalaupun ada penerangan hanya sifatnya tambahan seperti pada saat acara 

ceramah musum-musim tertentu.Singkatnya perangkat hukum tidak selalu 

menjamin terlaksananya kekukuhan hukum bila tidak di dukung dengan dari 

kesadaran masayarakat sendiri.11 

Pencatatan perkawinan hanyalah sebuah persyaratan bagi orang yang 

ingin menjadi sebagai pegawai di Instansi pemerintahan dan perkawinan juga 

tetap sah walaupun tidak dicatatkan.12 

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi 

untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat 

secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.  Sebagaimana 

diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam: 

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum. 

2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum. 

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk 

mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-

                                                           
11Ismail Harahap, hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang Angkola, 

Selasa 14 April 2015. 
12ED, hasil wawancara, Rabu 15 April 2015. 
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institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna 

kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.13 

Jadi, jelaslah bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas 

hukum, adalah tiga unsur yang saling berhubungan.  Sering orang 

mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal 

kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak tetap persis 

sama.  Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya 

pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.14 

Prof.  Dr.  Soerjonosoekanto, S.H, M.A.  (1982: 125-256, 1983: 96) 

mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu: 

1. Pengetahuan tentang hukum 

2. Pemahaman tentang hukum 

3. Sikap terhadap hukum dan 

4. Perilaku hukum.15 

Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum 

menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum 

atau perundang-undangan.16 

                                                           
13Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence), (Jakarta: kencana, 2012), 

hlm.  298.  
14Ibid.,hlm.  299. 
15Ibid.,hlm.  301.  
16Ibid.,hlm.300. 



9 
 

Oleh sebab itu, penulis pada kesempatan kali ini mencoba untuk 

mendeskripsikan hal tersebut ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan 

membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul” KESADARAN 

HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PENCATATAN 

PERKAWINAN DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN 

TAPANULIN SELATAN. 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan konsep dan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

membuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesadaran masyarakat tentang hukum kewajiban pencatatan 

perkawinan di Kecamatan batang Angkola ? 

2. Apa saja faktor yang menyebabkan sehingga mereka tidak mencatatkan 

perkawinannya? 

3. Bagaimana kesadaran Pegawai Pencatat Nikah dalam hal meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan di 

KUA? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap hukum 

kewajiban pencatatan perkawinan mereka di Kecamatan Batang 

Angkola. 
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2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mereka tidak mencatatkan 

perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran Pegawai Pencatat Nikah 

dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencatatan 

perkawinan di KUA. 

Penelitian dan dan pembahasan skripsi ini diharapkan memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Sumbangan pemikiran kepada masyarakat, Instansi terkait tentang 

pentingnya pencatatan perkawinan khususnya pada masyarakat 

Kecamatan Batang Angkola. 

2. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi peneliti lain yang memiliki 

keinginan membahas pokok yang sama. 

3. Untuk memperoleh ijazah resmi dalam mencapai gelar Sarjana Hukum 

Islam di fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. 

D. Batasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai 

dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut: 

1. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan 

mengerti.17 Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini adalah sejauh 

                                                           
17Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2001), hlm. 1197. 
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mana pelaksanaan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 khususnya pasal 2 ayat 2 (pencatatan perkawinan) 

2.  Masyarakat artinya bergaul yang maksudnya adalah pergaulan hidup 

manusia menghimpun orang yang hidup bersama di suatu tempat 

dengan ikatan-ikatan aturan tertentu,18 masyarakat yang dimaksud 

dalam hal ini adalah masyarakat di Kecamatan Batang Angkola 

Kabupaten Tapanuli Selatan. 

3. Pencatatan perkawinan terdiri dari dua kata, yakni pencatatan 

berasal dari kata catat berarti mencatat, pendaftaran, dan 

sebagainya.19 Perkawinan berarti ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Pencatatan Perkawinan 

yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sebagaimana yang ada 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yaitu “tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”.  Ini berarti Undang-Undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974 yang dimaksud pasal 2 ayat 2 adalah tentang pencatatan 

yang mana pencatatan ini menyangkut tata cara perkawinan 

                                                           
18 WJS Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1993), hlm.  636. 
19Ibid., hlm.188. 
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Berdasarkan batasan istilah yang diuraikan di atas, maka pembahasan 

ini adalah suatu kajian tentang kesadaran masyarakat terhadap kewajiban 

pencatatan perkawinan. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, tujuan dan Kegunaaan Penelitian, Batasan Istilah dan 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II adalah membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri 

kerangka teori, yaituPencatatan perkawinan (Undang-Undang Perkawinan 

Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2),Dasar Hukum, Perkawinan Yang 

Dicatatkan, PerkawinanYangTidak Dicatatkan, Tujuan Hukum 

Diwajibkannya Pencatatan Perkawinan, Bentuk Hukuman Bagi Pelaku 

Perkawinan Tidak Dicatat, Kesadaran Hukumdan kerangkaberpikir. 

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari gambaran umum 

lokasi penelitian, jenis dan metode penelitian, informan penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, 

pengolahan dan analisa data. 

Bab IV adalah pembahasan dan analisis data yang terdiri kesadaran 

masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan identitas serta 

indikatornya dan analisa penulis. 

Bab V adalah penutup dan saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. KERANGKA TEORI 

 

1. Pencatatan perkawinan (Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 

Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2) 

Kata “Pencatatan” berasal dari kata catat atau mencatat atau yang berarti 

menuliskan sesuatu untuk peringatan, memasukkan dalam buku (daftar dan 

sebagainya).Dan pencatatan berarti perbuatan (hal dan sebagainya) mencatat 

pendaftaran dan sebagainya.1  Pencatatan yang dimaksud dalam perkawinan 

adalah suatu proses pencatatan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon 

mempelai sesuai dengan prosedur dan tata Cara yang ditetapkan oleh 

pemerintah dalam peraturan. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, 

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang 

yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. 

Pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilakukan dapat dibuktikan 

dengan adanya akta nikah.Akta nikah adalah sebagai bukti otentik sahnya 

perkawinan seseorang yang mana sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan 

keluarga (istri dan anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian 

                                                           
1WJS.Purwadarminta, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993), hlm.  188. 
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hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari 

perkawinanannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak 

perkawinan) dan juga untuk melindingi dari fitnah dan qazhaf zina (tuduhan 

zina). 

Akta nikah yang biasa disebut dengan surat nikah dapat diperoleh dari 

lembaga yang berwewenang yaitu untuk yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 

Kantor Urusan Agama sedangkan yang melangsungkan perkawinan selain 

Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor 

Catatan Sipil.2 

Uraian diatas dapat dipahami bahwa pencatatan atau penulisan peristiwa 

perkawinan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah.  Adapun pencatatan yang dimaksud adalah akta nikah yang berarti 

suatu bukti otentik sahnya suatu perkawinan dan berbentuk tulisan sebagaimana 

yang dimaksud oleh pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 

1975.  Dan adapun penjelasan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 9 

Tahun 1975 yakni hal-hal yang harus dimuat dalam Akta perkawinan yang 

ditentukan dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih 

dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain.3 

                                                           
2Kedua Lembaga Tersebut Sesuai Dengan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1995. 
3Departemen Agama, Pedoman Administrasi Kepegawaian Tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Bagi Pegawai Negeri Sivil, (Jakarta: Sekretariat 

Jenderal Biro Kepegawaian, Tahun 1986), hlm.  42. 
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Perkawinan pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia diatur dalam 

kitab Compendium freijer yang berisi aturan-aturan hukum kawin dan hukum 

waris menurut hukum Islam.Namun pada perkembangan selanjutnya / abad 19, 

kitab ini dicabut berangsur-angsur hingga dihapuskan.Dan pada tahun 1848 

lahirlah BW dan sekaligus dijadikan sebagai sumber hukum yang mengatur 

perkawinan dengan adanya Stbl.  1895 No. 198 dan pasal75 RR/854 maka 

diaturlah masalah pencatatan perkawinan.Demikian juga halnya setelah 

Indonesia merdeka, BW masih tetap dipakai sampai dengan usaha pembaruan 

pertama dengan memperkenalkan UU No. 22 Tahun 1946. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk wilayah pulau 

jawa dan Madura, hal ini dilatarbelakangi adanya poligami dan nikah sirri 

dengan jumlah yang bertambah / meningkat di daerah jawa dan Madura.  

Kemudian setelah Indonesia merdeka lahirlah Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1954 yakni tentang Pencatatn Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku di 

seluruh Indonesia.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri 

dari 14 bab dan 67 pasal.  Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. 
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2. Dasar Hukum 

Oleh karena begitu urgennya pencatatan perkawinan maka hal ini diatur 

dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk. 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 untuk seluruh 

Indonesia. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Pasal 28. 

3. Perkawinan Yang Dicatatkan. 

Perkawinan yang dicatatkan adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan 

syarat sesuai dengan hukum Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

(KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di 

wilayah Kecamatan setempat.Sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang 

No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.4 

                                                           
4Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Tahun 2012), hlm.153. 
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4. PerkawinanYangTidak Dicatatkan. 

Perkawinan tidak dicatatkan adalah berbeda dengan perkawinan sirri.  

Yang di maksud perkawinan tidak dicatat dalam tulisan ini adalah perkawinan 

yang memenuhi rukun dan Syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak 

dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di tingkat Kecamatan 

setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan5. 

Namun menurut sebaigian besar pendapat bahwa perkawinan tidak 

dicatatakansama halnya dengan perkawinan liar (sirri). 

5. Tujuan Hukum Diwajibkannya Pencatatan Perkawinan. 

Hukum adalah sebagai sarana rekayasa atau bisa juga sebagai alat 

oleh”agent of change.”di sini adalah seseorang atau beberapa orang sebagai 

bagian dari anggota masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin lembaga 

kemasyarakatan sehingga mempunyai kesempatan untuk mengolah sistem 

sosial yang bersangkutan secara teratur dan terencana (social engineering atau 

social planning) dan perubahan tersebut selalu dalam pengawasan agent of 

change.6 

                                                           
5Ibid.,hlm.  153. 
6SabianUtsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 

hlm.  188.  
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Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian 

hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu 

sendiri.Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan adalah merupakan 

kesepakatan nasional yang oleh karena itu terhadap pelanggaran atas aturan 

ini dikenakan sanksi pidana.Meskipun aturan pelaksanaan tentang ini belum 

ada, namun ancaman dari Undang-Undang ini sesungguhnya justru 

dimaksudkan sebagai upaya untuk merefleksikan nilai ketertiban dan 

kedisiplinan masyarakat.7 

Pencatatan perkawinan yang merupakan produk pemerintah untuk 

mendapatkan akta nikah itu sangat penting untuk ر يعة ذسد ا ل  (preventive 

action) dan juga مصلحة ا لمر سلة    (good interest).  Hal ini dibolehkan 

sebagaimana firman Allah8 

                          

                              

         

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

                                                           
7Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
8Q.S.An-Nisa :4 :59 
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kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.9 

 

Nash tidak menjelaskan secara tegas tentang pencatatan perkawinan 

dalam kehidupan bernegara.  Dan dalam peradilan bilamana ada sengketa 

diantara suami istri baik mengenai Anak-Anak, harta benda, status 

perkawinan, perceraian, poligami dan sebagainya, maka dibutuhkan sebagai 

alat bukti yang konkrit terutama dalam bentuk tertulis (akta nikah bagi perkara 

perkawinan) jika perkara perkawinan tanpa akta nikah maka hakim tidak bisa 

memeriksanya.Sebagaimanasabda Rasul: 

 لاَ طلَاقََ الِاَّ فيِْمَا يمُْلكَُ )رواه غير واحد(

Artinya: “Tidak ada talak kecuali dalam apa yang dimilikinya”. (HR. 

Ghairu Wahid) 

Berdasarkan hadits diatas, Penulis berpendapat bahwa Hakim tidak 

boleh memeriksa perkara perceraian yang tidak memiliki bukti nikah dan bukti 

kuat adanya pernikahan adalah akta nikah.Jadi, untuk melakukan perceraian, 

mereka harus mengurus akta nikahnya terlebih dahulu, setelah itu, barulah 

mereka dapat mengajukan perceraian. 

Selain alasan yang kuat, akta nikah juga harus disertakan ketika 

mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagai bukti adanya 

                                                           
9Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya.(Surabaya: Jaya Sakti, 1989), hlm.128. 
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pernikahan.Karena tidak mungkin ada perceraian bagi orang yang tidak 

melakukan pernikahan. 

Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang 

Perkawinan tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih 

bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan.  Ada 

dua pendapat tentang hal ini: 

Pertama, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus 

memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni 

perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari’at Islam secara 

sempurna (memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnya 

dianggap standar oleh dunia Islam).Mengenai pencatatan Nikah, tidaklah 

merupakan syarat sahnya nikah, tetapi kewajiban administrative saja. 

Kedua, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-

Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara dan ayat (2) mengenai 

pencatatan nikah nya oleh Pegawai Pencatat Nikah.  Dengan demikian, 

ketentuan ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan 

alternative.Karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat 
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Islam tanpa pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, belumlah dianggap 

sebagai perkawinan yang sah.10 

 Akhirnya polemik tersebut terus berlanjut sebab bagi pihak pertama 

memahami Pasal 2 Ayat (1) dan (2) itu harus dipisahkan sehingga setiap 

perkawinan yang dilangsungkan yang memenuhi syarat dan rukun agamanya 

dan kepercayaannya itu walaupun belum terdaftar menurut hukum positif 

tetap sah sebab pencatatan hanyalah tindakan administrative belaka.  

Sedangkan bagi para pihak kedua justru sebaliknya.Pasal 2 ayat (1) dan (2) 

harus dipahami dan dibaca sebagai satu kesatuan dan tidak boleh 

dipisahkan.Artinya perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaannya 

atau kepercayaannya itu harus disusul dengan pencatatan sebab bagi mereka 

satu-satunya dari suatu perkawinan adalah akta perkawinan. 

 Sehingga dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya 

pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal 

diakui dengan dua syarat yaitu: 

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil yaitu telah dilakukan dengan 

memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. 

2. Telah memenuhi hukum formal yaitu telah di catatkan pada Pegawai 

Pencatat Nikah yang berwewenang. 

                                                           
10MahfudZuhdi, Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif, Dalam Mimbar Hukum No.  28 Tahun VII 1996, (Jakarta:  al-

Hikmah dan DITBINBAPERAIslam, Tahun 1996), hlm.  11-12.  
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Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi 

tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada 

perkawinan sedangkan perkawinan yang telah memenuhu ketentuan hukum 

formil tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materil dapat 

dibatalkan. 

Bahkan tegas dinyatakan bahwa bagi orang yang tidak mendaftarkan 

perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai 

pencatat nikah, maka akan menanggung resiko yuridis, perkawinannya 

diklarifikasikan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo atau 

compassionate marriage.11 

Tata cara perkawinan diatur dalam bab III pasal 10 da 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  yang erat kaitannya dengan pencatatan 

perkawinan yaitu setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama 

masing-masing dan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  Untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut maka proses 

perkawinan menjadi sebagai berikut: 

1. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau 

orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. 

2. Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah 

terhadap kedua calon mempelai dengan tujuan untuk memastika bahwa 

                                                           
11 Abdul Shomad,Hukum Islam, ( Jakarta: kencana 2010 ), hlm.295 
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syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi serta tidak ada halangan 

pernikahan. 

3. Melengkapi rukun dan syarat perkawinan. 

4. Pengumuman kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah / Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah atas pemberitahuan yang diterima setelah 

segala persyaratan / ketentuan dipenuhi dengan menempelkan Surat 

pengumuman. 

5. Akad Nikah dan pencatatannya. 

Akad nikah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah / 

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan ijab dari wali calon mempelai 

wanita dan Kabul dari calon pengantin laki-laki dan dihadiri dua orang saksi 

laki-laki.12 

 Setelah pelaksanaan perkawinan tercatat pada buku akta nikah maka 

resmilah satu pasangan suami istri secara hukum.  Dan mereka berhak untuk 

mendapatkan kutipan akta nikah yang dikenal dengan buku nikah yang masing-

masing semua istri mendapatkan salinannya yang berfungsi sebagai alat bukti 

resmi yang apabila terjadi perselisihan atau salah satu tidak bertanggung jawab 

maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh hak masing-masing. 

                                                           
12Departemen Agama RI, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: 

Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Tahun 1985), hlm.  8.  
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Perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimanayang dikehendaki 

Undang-Undang maka dianggap tidak mempunyai kekuatan hukumdan disebut 

dengan perkawinan dibawah tangan yang walaupun perkawinan itu sah 

dilakukan berdasarkan agama dan keperjayaan. 

Oleh karenanya peranan agama khususnya agama Islam sangat 

dibutuhkan untuk mendukung jalannya Undang-Undang yaitu adanya 

penegakan nilai-nilai ajaran Isalam dengan menginteraksikan kedalam ruh 

hukum-hukum yang ditetapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.13 

Ideal atau tidaknya suatu peraturan perundang-undanganbergantung 

kepada standart yang digunakan masyarakat, yakni ada dua standart besar yang 

digunakan oleh masyarakat dalam menata hidup.Pertama, humanism yaitu 

segala nilai dikembalikan kepada manusia yang berdaulat penuh atas 

dirinya.Kedua, agama yaitu dikembalikan kepada Allah sebagai pencipta 

manusia yang mengatur tata kehidupan manusia.14 

Uraian di atas menggambarkan adanya segimateril dan formil daripada 

perkawinan.Aspek material nya adalah bertolak belakang pada hukum agama 

dan kepercayaan sebagai penentu ke absahan suatu perkawinan sedangkan 

aspek formalitas tergambar pada ketentuan berikutnya yang menyangkut soal 

pencatatan.Isi daripada Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 lebih banyak 

                                                           
13ChairumanHarahap, Merajut Kolektifitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum, 

(Bandung: Cita Pustaka Media, Tahun 2003), hlm.  69. 
14RifyalKa’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 

Tahun 2004), hlm.  51. 
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ditekankan kepada aspek formalitas dari pada aspek material suatu 

perkawinan.15 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam 

masyarakat ini merupakan suatu upaya yang di atur melalui perundang-

undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) 

perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.  

Melalui pencatatan perkawinan yang di buktikan dengan akta nikah, yang 

masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan 

atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, 

maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh hak-hak masing-masing.  Karena dengan akta tersebut, suami istri 

memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.16 

 Sebagaimana dijelaskan didalami Kompilasi Hukum Islam tentang 

tujuan dari pencatatan perkawinan termaktub dalam pasal 5: 

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 

perkawinan harus dicatat. 

                                                           
15Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan, 

(Jakarta: AkademiaPressindo, Tahun 1986), hlm.  22. 
16Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm.  

107. 
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2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.22 

Tahun 1946 Jo.  Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.17 

6. Bentuk Hukuman Bagi Pelaku Perkawinan Tidak Dicatat. 

Setiap hukum yang bersifat mengatur/memaksa yang apabila seseorang 

tidak melaksanakannya (melanggar) akan menanggung konsekuensi (hukuman) 

begitu juga dengan pencatatan perkawinan bagi siapa yang tidak mencatatkan 

perkawinannya maka akan mendapat konsekuensi sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan 

Rujuk, hukuman denda bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang 

perempuan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, sebanyak-

banyaknya Rp50,00(lima puluh rupiah).  Dalam Undang-Undang ini orang 

yang dapat hukuman denda hanya suami.18 

b. Kemudian Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan 

bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dihadap PPN dikenakan hukuman 

denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) yang 

dapat dikenakan denda adalah kedua mempelai, yaitu suami dan istri.19 

                                                           
17 Kompilasi Hukum Islam 
18 Undang-UndangNomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan 

Rujuk. 
19Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang-

UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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c. Pasal 143 RUU-HM-PA-B Perkawinan Tahun 2007 menentukan, bahwa 

setiap orang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan 

PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 dipidana dengan denda 

paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan yang sah 

tidak akansempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang 

berwenang yang dibuktikan dengan adanya akta nikah.Yang mana akta nikah 

itu merupakan alat bukti yang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan 

keluarganya (istri dan anak-anaknya) manakala terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan kemudian hari. 

7. Kesadaran Hukum  

  Kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak 

ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, 

karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.Di Indonesia masalah 

kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting di dalam pembangunan sistem dan 

politik hukum, dan kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pembangunan 

nasional. Kesadaran hukum sejatinya adalah kesadaran akan hak dan kewajibandari 

individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu, dan sebagai 

anggotamasyarakat. 

Beberapa pendapat para ahli tentang teori kesadaran hukum. 
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1) Paul Scholten mengatakan bahwa kesadaran hukum, tidak dipandangnya sebagai 

penilaianhukum mengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang 

hidup pada manusiamengenai apa yang hukum, atau apa yang seharusnya hukum. 

Kesadaran hukum masuk kategoritertentu dari kehidupan kejiwaan kita, yang 

menyebabkan kita dengan evidensi melepaskan diridari lembaga-lembaga hukum 

positif, dalam membedakan antara hukum dan bukan hukum, sepertikita membedakan 

antara benar dan tidak benar, baik dan buruk, cantik dan jelek. 

2) Menurut PatricEwik dan Susan Silbey kesadaran hukum adalah suatu 

kajian formal dan informal tentang hukum, dalam arti bahwa hukum formal 

atau praktik-praktik dan prosedur-prosedur informal yang menjelma 

menjadi legalitas, dapat mempengaruhi kesadaran hukum warga negara 

biasa melalui ‘its repeatedenactment’oleh individu-individu serta 

kelompok-kelompok.20 

3) Menurut Krabbe kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran atau nilai-

nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau 

tentang hukum yang diharapkan ada.21 

4) Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan 

mengerti.22 

                                                           
20Achmad Ali, Of.,Cit.,hlm. 339.  
21Acmad Ali dan WiwieHeryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 

(Jakarta: Kencana 2012), hlm.  141. 
22Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2001), hlm. 1197. 
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   Dari depenisi-depenisi di atas yang dimaksud dengan kesaran adalah 

bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan 

setelah banyaknya undang-undang yang mengaturnya yang di ukur dengan pola 

perilaku masyarakat sendiri terhadap pencatatan perkawinannya. 

B. KAJIAN TERDAHULU 

Adapun kajian terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Sri Lestari Mendropa Mahasiswa IAIN Medan Sumatera Utara 

pada tahun 2007 yang berjudul Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan terhadap 

Masyarakat Muslim Di Kecamatan Medan Amplas.  Dalam penelitian tersebut 

peneliti mengutarakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku bagi umat Islam dalam hal pencatatan 

perkawinan yaitu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Sehingga pencatatan perkawinan merupakan ketentuan hukum formil dan 

sebagai syarat administratif dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat pada tahun 

2010 yang berjudul Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam 

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan.Dalam penelitiannya peneliti membahas 

sejauh mana peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pelaksanaan 

pencatatan perkawinan.Dalam penelitiannya peneliti mengutarakan bahwa 
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pegawai pencatat nikah merupakan ujung tombak dalam hal terlaksananya 

pencatatan perkawinan karena pegawai pencatat nikah memiliki posisi yang 

cukup penting dalam melayani umat beragama, utamanya dalam pelaksanaan 

pernikahan bagi umat Islam dan pencatatan perkawinan merupakan tugas utama 

pegawai pencatat nikah. 

Dari gambaran diatas disimpulkan bahwa fokus yang diteliti peneliti 

berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini peneliti akan 

meneliti tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban 

Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli 

Selatan. 

C. KERANGKA BERFIKIR 

Akad nikah dalam suatu perkawinan memiliki kedudukan yang 

sentralOleh karena begitu pentingnya maka akad nikah dijadikan salah satu 

rukun nikah yang telah disepakati.Dengan demikian tidak ada syarat bahwa 

akad nikah itu dituliskan atau dicatatkan menjadi sebuah akta nikah.Maka atas 

dasar inilah Fikih Klasik Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. 

Hal-hal yang menyebabkan pencatatan perkawinan tidak diberi 

perhatian yang serius oleh fiqh walaupun ada ayat ai-Qur’an yang 

menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.Pertama, 

larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an,akibatnyaKultur tulis tidak 
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begitu berkembang dibanding dengan Kulturhafalan.Kedua, Lebih 

mengandalkan hapalan (ingatan).Ketiga, Dengan adanya tradisi walimat al-

‘Urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi 

syar’i tentang sebuah perkawinan.  Keempat, perkawinan yang berlangsung 

pada masa-masa awal Islam masih berada dalam satu wilayah yang sama 

sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.  

Sejalan dengan perkembangan zaman dan jumlah penduduk yang 

semakin banyak maka dibutuhkan suatu bukti yang autentik dan absah dari 

suatu perkawinan sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang juga membahas tentang pencatatan perkawinan dipandang 

sangat dibutuhkan untuk dilaksanakan. 

Namun, oleh karena tidak adanya dalil yang tegas serta sanksi berat 

yang mensyariatkan pencatatan perkawinan maka hal ini membawa pengaruh 

kepada sikap masyarakat yang tidak patuh terhadap Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. 

Begitu halnya di Kecamatan Batang Angkola, pencatatan perkawinan 

tampaknya belum secara efektif dijalankan disebabkan pemahaman masyarakat 

tentang keabsahan perkawinan cukup secara Islam saja dan kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.Oleh 

karenanya diperlukan faktor internal untuk menemukan tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap kewajiban pencatatan yakni melalui pemberian 
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pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidak 

bertentangan dengan agama dan memiliki arti penting. 

Dengan adanya kondisi ini di Kecamatan Batang Angkola maka 

kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan perlu untuk 

diteliti dengan memberikan pemahaman-pemahaman serta akibat dari tidak di 

catatkannya perkawinan sehingga masyarakat lebih paham akan pentingnya 

pencatatan perkawinanan dan mencatatkan perkawinannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Kecamatan Batang Angkola merupakan salah satu Kecamatan yang 

terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Kecamatan 

Batang Angkola memiliki luas wilayah 485,60 km2 yang memiliki iklim tropis 

dan dipengaruhi oleh iklim musim sehingga menyebabkan adanya musim hujan 

dan kemarau. 

Kecamatan batang Angkola terdiri dari 30 Desa dan 6 kelurahan yang 

tersebar di beberapa daerah dan secara administrasi Kecamatan Batang 

Angkola dibatasi oleh: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Utara 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan SuyurMatunggi 

c. Sebelah Barat berbatasan denganKecamatan Sias 

d. Sebelah Timur berbatasan denganKabupaten Padang Lawas Utara 

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian 

Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Angkola 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah  Persentase 

1 Laki-laki 32.937 48,28 % 

2 Perempuan 35.352 51,72 % 
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Jumlah 68.289 100 % 

Penduduk Kecamatan Batang Angkola 

Berdasarkan Kelompok Usia 

No Usia Jumlah Persentase 

1 Umur 0-1 tahun 1.059 1,70 % 

2 Umur 1-5 tahun 5.743 9,21 % 

3 Umur 5-6 tahun 3.948 6,33 % 

4 Umur 7-15 tahun 16.617 26,67 

5 Umur 16-21 tahun 11.206 17,99 % 

6 Umur 22-59 tahun 25.477 40,90 % 

7 Umur 60 tahun ke atas 5.152 8,27 % 

Jumlah 68.289 100 % 

 

3. Keadaan Masyarakat Berdasarkan Agama  

Masyarakat Kecamatan Batang Angkola mayoritas penduduknya 

beragama Islam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Angkola 

Berdasarkan Agama 

No Agama Jumlah Persentase 

1 Islam 59.985 87,83 % 

2 Kristen 8.304 12,17 % 

Jumlah 68.289 100 % 
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Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Batang Angkola 

No Sarana Ibadah Jumlah  Persentase 

1 Masjid 47 72,30 % 

2 Surau 7 10,76 % 

3 Gereja 11 16,93 % 

Jumlah 65 100 % 

 

B. Jenis Dan Metode Penelitian 

Berdasarkan masalah yang di bahas, peneliti ingin tergolong pada jenis 

penelitian field research yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif 

kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu 

masyarakat. 

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif lapangan.Penelitian kualitatif bersifat pemberian 

(deskriptif).Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau 

fenomena yang dilihat dan di dengar serta dibacanya (wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi resmi dan lain sebagainya).1 

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan 

                                                           
1Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: AktualisasiMethodologies Ke Arah 

Ragam Varian kontemporer, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2010),hlm. 93. 
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secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat.  Jadi, mengadakan penelitian lapangan 

mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan 

mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.  Pada prinsipnya 

penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam 

masyarakat.2 

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, 

maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti 

bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk 

mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian 

ini. 

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk Mengetahui Kesadaran 

hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan 

Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. 

C. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah 

atau keadaan yang sebenarnya.3 

                                                           
2Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2007), hlm. 28. 
3SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 155. 
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Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan 

penelitian.Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh 

si pewawancara.Jumlah informasi bukanlah kriteria utama, Akan tetapi lebih 

ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai 

dengan tujuan peneliti.4Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah masyarakat kecamatan Batang AngkolaKa.KUA Kecamatan Batang 

Angkola Kabupaten Tapanuli Selatandan tokoh agama. 

D. Sumber data  

  Peneliti menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan tersier 

a) Data Primer 

Data primer (primarydata), adalah data yang dihimpun secara 

langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan 

untuk dimanfaatkan.Data primer dapat berbentuk opini subjek secara 

individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik 

benda (fisik), kejadian atau penguji tertentu.5Jadi  sumberdata primer 

peneliti  adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

penyebaran angket dan wawancara langsung dengan informan. 

 

 

                                                           
4Ibid.,hlm. 58.  
5RosadyRuslan, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138. 
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b) Data Sekunder 

   Data sekunder (secondarydata), adalah data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung.6Adapun yang menjadi data sekunder 

peneliti dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terdapat di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola. 

c) Data tersier 

  Data Tersier: data tambahan yang penulis gunakan untuk 

menyempurnakan data primer dan tersier diatas, data ini meliputi: 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

2) Undang-Undang No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

3) Inpres Tahun 1975 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, 

Talak dan Rujuk  

E. Teknikpengumpulan data 

 Penelitian ini menggunakan 3teknik pengumpul data, yaitu sebagai     

berikut: 

1. Angket  

Angket adalah mengajukan sejumlah pernyataan tertulis kepada 

responden yang ditetapkan sebagai sampel dengan menyediakan alternatif 

jawaban.Angket yang digunakan adalah angket tertutup.  Pernyataan-

                                                           
6Ibid.,hlm. 139. 
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pernyataan yang ada pada angket memiliki 5 (Lima) alternatif jawaban berupa 

sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju dan ragu-ragu masing-

masing jawaban diberi nilai mulai dari 1, 2, 3, 4 dan 5.  Skor tertinggi 

didasarkan pada jawaban yang sesuai dari buir-butir pernyataan yang baik yang 

telah di analisis.7 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si 

peneliti.Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh.8 

3. Dokumentasi 

   Dokumentasi yaitu mengambil data dari arsip P3N dan Kantor Camat 

Kecamatan Batang Angkola. 

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

 Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Ketekunan pengamatan  

  Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri- ciri dan unsur- 

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

                                                           
7SumadiSuryabrata, metodologi penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm.  57. 
8Mardalis, Op.,Cit.,hlm. 28. 
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dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.  Dengan 

kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

2. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.9 

G. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan dan analisa data penelitian ini dilaksanakan secara 

deskriptif kualitatif.Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data dan analisis data.  Pengolahan data meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan studi pendahuluan (grand iour). 

b. Menentukan focus atau batasan masalah penelitian. 

c. Menuliskan rancangan penelitian. 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. 

e. Melakukan prosedur pengumpulan data. 

f. Melakukan pemeriksaan keabsahan data. 

g. Menarik kesimpulan. 

2. Analisis Data 

                                                           
9Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1999), hlm. 175- 178. 
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Analisis data, menurut Patton, adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan nya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.  

Iamembedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan 

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara 

dimensi- dimensi uraian.10 

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah 

selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data.Data yang diolah 

kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian 

ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang 

berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.Dalam analisis data deskriftif 

yaitu menggambarkan secara sistematis kesadaran hukum masyarakat terhadap 

kewajiban pencatatan perkawinan di Kecamatan Batang Angkola. 

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan 

data melalui wawancara.Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode 

kualitatif.11 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok 

subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.12 

                                                           
10Ibid.,hlm. 103. 
11Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

pustaka belajar, 2003), hlm. 4. 
12Saifuddinazwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2004), hlm. 126. 
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Sehingga untuk mencari hasil persentase analisis data digunakan rumus 

distribusi frekuensi relative sebagai berikut: 

 

P= 
𝐹

𝑁
x 100 

 

Keterangan 

P = proporsi jawaban responden. 

F = frekuensi jawaban responden dan 

N = jumlah responden 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Kewajiban Pencatatan 

Perkawinan 

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi 

untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat 

secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.  Sebagaimana 

diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam: 

1. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum. 

2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum. 

Istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk 

mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-

institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna 

kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.1 

Jadi, jelaslah bahwa kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas 

hukum, adalah tiga unsur yang saling berhubungan.  Sering orang 

mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal 

kedua hal itu tidak sama, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak tetap 

                                                           
1Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence), (Jakarta: kencana, 2012), 

hlm.  298.  



34 
 

persis sama.  Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya 

pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.2 

Prof.  Dr.  Soerjonosoekanto, S.H, M.A.  (1982: 125-256, 1983: 96) 

mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu: 

1. Pengetahuan tentang hukum 

2. Pemahaman tentang hukum 

3. Sikap terhadap hukum dan 

4. Perilaku hukum.3 

Jadi, kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum 

menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum 

atau perundang-undangan.4 

Dengan demikian dari hasil angket yang peneliti sebarkan akan dapat 

diuraikan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hukum kewajiban 

pencatatan perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli 

Selatan, berdasarkan empat indikator di atas: 

B. Identitas Responden 

Adapun responden penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Batang 

Angkola, namun peneliti menetapkan responden sebanyak 50 orang yang 

berada pada 6 (enam) Desa di lokasi peneliti. 

                                                           
2Ibid.,hlm.  299. 
3Ibid.,hlm.  301.  
4Ibid., hlm.300. 
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Berikut peneliti uraikan kondisi responden dari berbagai aspek. 

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Mengenai keadaan responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat 

pada tabel berikut ini: 

No Jenis kelamin Frekuensi  Persentase  

1 Laki-Laki 28 56% 

2 Perempuan 22 44% 

Jumlah 50 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat di jelelaskan bahwa responden 

lebih banyak laki-laki, yaitu 28 orang atau 56 % , sedangkan perempuan 

sebanyak 22 orang atau 44 %. 

2. Responden Berdasarkan Jenis Umur 

Mengenai kondisi responden berdasarkan usia dapat di lihat pada tabel 

dibawah ini: 

No  Usia  Frekuensi   Persentase  

1 20-30 22 44% 

2 30-40 16 32% 

3 40-50 8 16% 

4 50 ke atas 4 8% 

Jumlah  50 100% 

  

Berdasarkan tabel di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa usia 

responden berkisar 20-30 tahun sebanyak 22 orang atau 44%, Responden 

berkisar 30-40 tahun sebanyak 16 orang atau 32%, Responden berkisar 40-50 
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tahun sebanyak 8 orang atau 16 % dan responden berkisar 50 tahun ke-atas 

sebanyak 4 orang atau 8 %. 

3. Responden Berdasarkan Pendidikan 

Kondisi responden berdasarkan pendidikan dapat di lihat pada tabel 

berikut ini: 

No  Pendidikan  Frekuensi  Persentase  

1 SD 13 26 % 

2 SMP 16 32 % 

3 SMA 19 38 % 

4 SARJANA 3 6 % 

Jumlah  50 100% 

   

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa responden 

berpendidikan SD yaitu sebanyak 13 orang atau 26 %, responden berpendidikan 

SMP sebanyak 16 orang atau 32 %, responden berpendidikan SMA sebanyak 

19 orang atau 38 % dan responden berpendidikan sarjana sebanyak 3 orang atau 

6 %. 

4. Responden Berdasarkan Pekerjaan  

No  Pekerjaan  Frekuensi  Persentae 

1 Petani  32 64 % 

2 Pedagang / wirausaha 18 36 % 

Jumlah  50 100% 

 

Besdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

bekerja sebagai petani sebanyak 32 orang atau 64 % dan pedagang / wirausaha 

sebanyak 18 orang atau 36 %. 
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1. Pengetahuan Tentang Hukum 

Pengetahuan tentang suatu hukum merupakan salah satu indikator dari 

kesadaran hukum.Makaakandikemukakan tentang pengetahuan responden 

terhadap sekitar hukum pencatatan perkawinan berdasarkan hasil angket yang 

diperoleh. 

Sistem Hukum yang Mengatur Masalah Perkawinan di Indonesia adalah 

Hukum Islam 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju   12 24 % 

2 Setuju  28 56 % 

3 Tidak setuju  5 10 % 

4 Sangat tidak setuju 3 6 % 

5 Ragu-ragu 2 4 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan sistem hukum yang mengatur masalah 

perkawinan di Indonesia adalah hukum Islam yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 12 orang atau 24 %, menjawab setuju sebanyak 28 orang atau 56 %, 

menjawab tidak setuju 5 orang atau 10 %, menjawab sangat tidak setuju 3 orang 

atau 6 % dan menjawab ragu-ragu 2 orang atau 4 %. 

Sistem Hukum yang Mengatur Masalah Perkawinan di Indonesia adalah 

Hukum Adat / Kebiasaan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  23 46 % 
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2 Setuju  13 26 % 

3 Tidak setuju  2 4 % 

4 Sangat tidak setuju 5 10 % 

5 Ragu-ragu 7 14 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan sistem hukum yang mengatur masalah 

perkawinan di Indonesia adalah hukum adat / kebiasaan yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 23 orang atau 46 %, menjawab setuju sebanyak 13 orang atau 

26 %, menjawab tidak setuju 2 orang atau 4 %, menjawab sangat tidak setuju 5 

orang atau 10 % dan menjawab ragu-ragu 14 orang atau 28 %. 

Sistem Hukum yang Mengatur Masalah Perkawinan di Indonesia adalah 

Hukum Negara 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  5 10 % 

2 Setuju  3 6 % 

3 Tidak setuju  25 50 % 

4 Sangat tidak setuju 13 26 % 

5 Ragu-ragu 4 8 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan sistem hukum yang mengatur masalah 

perkawinan di Indonesia adalah hukum negara yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 5 orang atau 10 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, 
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menjawab tidak setuju 25 orang atau 50 %, menjawab sangat tidak setuju 13 

orang atau 26 % dan menjawab ragu-ragu 4 orang atau 8 %. 

Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Sudah Mengatut Secara Jelas tentang 

Pencatatan Perkawinan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  10 20 % 

2 Setuju  8 16 % 

3 Tidak setuju  12 24 % 

4 Sangat tidak setuju 3 6 % 

5 Ragu-ragu 17 34 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Dalam perundang-undangan di Indonesia sudah 

mengatut secara jelas tentang pencatatan perkawina yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 10 orang atau 20 %, menjawab setuju sebanyak 8 orang atau 

16 %, menjawab tidak setuju 12 orang atau 24 %, menjawab sangat tidak setuju 

3 orang atau 6 % dan menjawab ragu-ragu 17 orang atau 34 %. 

2. Pemahaman Terhadap Hukum  

Pemahaman tentang suatu hukum merupakan salah satu indikator kedua 

dari kesadaran hukum.  Untuk itu peneliti akan kemukakan tentang pemahaman 

responden terhadap pencatatan perkawinan. 

Pencatatan Perkawinan Sesuai Dengan Hukum Islam 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  10 20 % 
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2 Setuju  4 8 % 

3 Tidak setuju  22 44 % 

4 Sangat tidak setuju 2 4 % 

5 Ragu-ragu 12 24 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum 

Islam yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 20 %, menjawab 

setuju sebanyak 4 orang atau 8 %, menjawab tidak setuju  22 orang atau 44 %, 

menjawab sangat tidak setuju 2 orang atau 4 % dan menjawab ragu-ragu 12 

orang atau 24 %. 

Perkawinan yang Dicatatkan Membawa Ketentraman dan Kebahagiaan Dalam 

Rumah Tangga 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  4 8 % 

2 Setuju  3 6 % 

3 Tidak setuju  27 54 % 

4 Sangat tidak setuju 8 16 % 

5 Ragu-ragu 8 16 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan yang di catatkan membawa 

ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 4 orang atau 8 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, 
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menjawab tidak setuju 27 orang atau 54 %, menjawab sangat tidak setuju 8 

orang atau 16 % dan menjawab ragu-ragu 8 orang atau 16 %. 

Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Berpotensi Membawa Dampak Negatif di 

Kemudian Hari 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  6 12 % 

2 Setuju  3 6 % 

3 Tidak setuju  30 60 % 

4 Sangat tidak setuju 10 20 % 

5 Ragu-ragu 1 2 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi 

membawa dampak negatif di kemudian hari yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 6 orang atau 12 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, 

menjawab tidak setuju 30 orang atau 60 %, menjawab sangat tidak setuju 10 

orang atau 20 % dan menjawab ragu-ragu 1 orang atau 2 %. 

Orang yang Mencatatkan Perkwinanannya Merupakan Orang yang Taat Pada 

Aturan Syariat Islam 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  3 6 % 

2 Setuju  4 8 % 

3 Tidak setuju  25 50 % 

4 Sangat tidak setuju 3 6 % 

5 Ragu-ragu 15 30 % 

Jumlah  50 100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Orang yang mencatatkan perkwinanannya 

merupakan orang yang taat pada aturan syariat Islam yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, menjawab setuju sebanyak 4 orang atau 8 %, 

menjawab tidak setuju 25 orang atau 50 %, menjawab sangat tidak setuju 3 

orang atau 6 % dan menjawab ragu-ragu 15 orang atau 30 %. 

Orang yang Tidak Mencatatkan Perkawinannya Merupakan Orang yang Tidak 

Taat Pada Syariat Islam 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  2 4 % 

2 Setuju  3 6 % 

3 Tidak setuju  28 56 % 

4 Sangat tidak setuju 2 4 % 

5 Ragu-ragu 5 10 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Orang yang tidak mencatatkan perkawinannya 

merupakan orang yang tidak taat pada syariat Islam yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang atau 6 %, 

menjawab tidak setuju 28 orang atau 56 %, menjawab sangat tidak setuju 2 

orang atau 4 % dan menjawab ragu-ragu 5 orang atau 10 %. 

Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Digolongkan Kepada Perkawinan Sirri 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  
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1 Sangat setuju  2 4 % 

2 Setuju  1 2 % 

3 Tidak setuju  12 24 % 

4 Sangat tidak setuju 31 62 % 

5 Ragu-ragu 4 8 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan yang tidak di catatkan dogolongkan 

kepada perkawinan sirri  yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 

4 %, menjawab setuju sebanyak 1 orang atau 2 %, menjawab tidak setuju  12 

orang atau 24 %, menjawab sangat tidak setuju 31 orang atau 62 % dan 

menjawab ragu-ragu 4 orang atau 8 %. 

Pencatatan Perkawinan Merupakan Syarat Sahnya Suatu Perkawinan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  2 4 % 

2 Setuju  2 4 % 

3 Tidak setuju  10 20 % 

4 Sangat tidak setuju 33 66 % 

5 Ragu-ragu 3 6 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Pencatatan perkawinan merupakan syarat 

sahnya suatu perkawinan yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 

4 %, menjawab setuju sebanyak 2 orang atau 4 %, menjawab tidak setuju  10 
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orang atau 20 %, menjawab sangat tidak setuju 33 orang atau 66 % dan 

menjawab ragu-ragu 3 orang atau 6 %. 

Perkawinan Tetap Sah Wa1aupun Tidak Dicatatkan   

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  32 64 % 

2 Setuju  12 24 % 

3 Tidak setuju  2 4 % 

4 Sangat tidak setuju 2 4 % 

5 Ragu-ragu 2 4 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan tetap sah wa1aupun tidak di 

catatkan yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang atau 64 %, menjawab 

setuju sebanyak 12 orang atau 24 %, menjawab tidak setuju  2 orang atau 4 %, 

menjawab sangat tidak setuju 2 orang atau 4 % dan menjawab ragu-ragu 2 

orang atau 4 %. 

Ketentuan Pencatatan Perkawinan yang Terdapat Dalam Perundang-Undangan 

di Indonesia Wajib di Laksanakan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  9 18 % 

2 Setuju  11 22 % 

3 Tidak setuju  23 46 % 

4 Sangat tidak setuju 5 10 % 

5 Ragu-ragu 2 4 % 

Jumlah  50 100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat 

dalam perundang-undangan di Indonesia wajib dilaksanakan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 9 orang atau 18 %, menjawab setuju sebanyak 11 orang 

atau 22 %, menjawab tidak setuju 23 orang atau 46 %, menjawab sangat tidak 

setuju 5 orang atau 10 % dan menjawab ragu-ragu 2 orang atau 4 %. 

3. Sikap Hukum 

Sikap hukum merupakan indikator yang ketiga dari kesadaran hukum.  

Untuk itu akan dikemukakan tentang sikap responden terhadap pencatatan 

perkawinan yang telah di atur dari beberapa perundang-undangan. 

Pencatatan Perkawinan Sangat Penting Untuk di Laksanakan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  8 16 % 

2 Setuju  15 30 % 

3 Tidak setuju  22 44 % 

4 Sangat tidak setuju 4 8 % 

5 Ragu-ragu 1 2 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan pencatatan perkawinan sangat penting untuk di 

laksanakan yang menjawab sangat setuju sebanyak 8 orang atau 16 %, 

menjawab setuju sebanyak 15 orang atau 30 %, menjawab tidak setuju  22 orang 

atau 44 %, menjawab sangat tidak setuju 4 orang atau 8 % dan menjawab ragu-

ragu 1 orang atau 2 %. 
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Pencatatan Perkawinan Tidaklah Begitu Penting Untuk di Laksanakan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  28 56 % 

2 Setuju  12 24 % 

3 Tidak setuju  7 14 % 

4 Sangat tidak setuju 1 2 % 

5 Ragu-ragu 2 4 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan pencatatan perkawinan tidaklah begitu penting 

untuk dilaksanakan yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 orang atau 36 

%, menjawab setuju sebanyak 12 orang atau 24 %, menjawab tidak setuju  7 

orang atau 14 %, menjawab sangat tidak setuju 1 orang atau 2 % dan menjawab 

ragu-ragu 2 orang atau 4 %. 

Pencatatan Perkawinan Merupakan Usaha Pemerintah dalam Menertibkan 

Pencatatan Perkawinan di Indonesia 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  32 64 % 

2 Setuju  8 16 % 

3 Tidak setuju  4 8 % 

4 Sangat tidak setuju 2 4 % 

5 Ragu-ragu 4 8 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Pencatatan perkawinan merupakan usaha 
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pemerintah dalam menertibkan pencatatan perkawinan di Indonesia yang 

menjawab sangat setuju sebanyak 32 orang atau 64 %, menjawab setuju 

sebanyak 8 orang atau 16 %, menjawab tidak setuju 4 orang atau 8 %, 

menjawab sangat tidak setuju 2 orang atau 4 % dan menjawab ragu-ragu 4 

orang atau 8 %. 

Orang yang Tidak Mencatatkan Perkawinannya di beri Hukuman Dengan 

Denda Paling Banyak Rp.6.000.000; (Enam Juta Rupiah) atau Hukuman 

Kurungan Paling Lama Enam Bulan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  2 4 % 

2 Setuju  4 8 % 

3 Tidak setuju  14 28 % 

4 Sangat tidak setuju 28 56 % 

5 Ragu-ragu 2 4 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaanOrang yang tidak mencatatkan perkawinannya 

di beri hukuman dengan denda paling banyak Rp.6.000.000; (enam juta rupiah) 

atau hukuman kurungan paling lama enam bulan yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 2 orang atau 4 %, menjawab setuju sebanyak 4 orang atau 8 %, 

menjawab tidak setuju 14 orang atau 28 %, menjawab sangat tidak setuju 28 

orang atau 56 % dan menjawab ragu-ragu 2 orang atau 4 %. 

Pencatatan Perkawinan Memakan Biaya yang Sangat Mahal 
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No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  10 20 % 

2 Setuju  20 40 % 

3 Tidak setuju  12 24 % 

4 Sangat tidak setuju 8 16 % 

5 Ragu-ragu - - 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Pencatatan perkawinan memakan biaya yang 

sangat mahal yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 orang atau 20 %, 

menjawab setuju sebanyak 20 orang atau 40 %, menjawab tidak setuju  12 orang 

atau 24 % dan menjawab sangat tidak setuju 8 orang atau 16 %. 

Perkawinan yang Dilangsungkan secara Marlojong Mengakibatkan tidak 

Dicatatkannya Perkawinan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  8 16 % 

2 Setuju  33 66 % 

3 Tidak setuju  7 14 % 

4 Sangat tidak setuju 2 4 % 

5 Ragu-ragu - - 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Perkawinan yang dilangsungkan secara 

marlojong mengakibatkan tidak dicatatkannya perkawinan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 8 orang atau 16 %, menjawab setuju sebanyak 33 orang 
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atau 66 %, menjawab tidak setuju  7 orang atau 14 %, dan menjawab sangat 

tidak setuju 2 orang atau 4 %. 

Kurangnya Sosialisasi Hukum Dari Pihak Petugas Menjadi Penyebab tidak 

Dicatatkannya Perkawinan 

No  Jawaban  Frekuensi  Persentase  

1 Sangat setuju  36 72 % 

2 Setuju  3 6 % 

3 Tidak setuju  2 4 % 

4 Sangat tidak setuju 6 12 % 

5 Ragu-ragu 3 6 % 

Jumlah  50 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa responden yang 

menjawab terhadap pertanyaan Kurangnya sosialisasi hukum dari pihak 

petugas menjadi penyebab tidak di catatkannya perkawinan yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 36 orang atau 72 %, menjawab setuju sebanyak 3 orang 

atau 6 %, menjawab tidak setuju  2 orang atau 4 %, menjawab sangat tidak 

setuju 6 orang atau 12 % dan menjawab ragu-ragu 3 orang atau 6 %. 

 

4. Pola Perilaku Hukum 

Pola perilaku hukum adalah indikator yang keempat dari indikator 

kesadaran hukum.Serta pola perilaku hukum merupakan indikator yang paling 

utama dalam hal kesadaran hukum, karena disinilah kita mengetahui apakah 

suatu hukum tersebut sudah terlaksana secara efektif atau tidak. 
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Dalam hal ini di tandai dengan adanya jumlah perkawinan yang 

terlaksana dalam kurun waktu 4 tahun sebanyak 1272 yang mengikuti prosedur 

administrasi pendaftaran kehendak nikah yaitu sepuluh hari sebelum akad nikah 

hanyalah 10 % atau 128 perkawinan serta perkawinan yang dicatatkan hanya 

mencapai 56 % atau 713 perkawinan dan perkawinan yang tidak dicatatkan 

mencapai 44 % atau 559 perkawinan. 

Menurut kepala KUA Kecamatan Batang Angkola mengakui hal itu 

dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti banyaknya pernikahan dibawah 

umur dan perkawinan kedua yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap dari 

Pengadilan dalam perceraiannya dengan istri pertama, akhirnya kata beliau 

secara institusi KUA lebih pasif menunggu masyarakat yang mau berurusan.  

Kalaupun ada penerangan hanya sifatnya tambahan seperti pada saat acara 

pengajian dan safari jum’at.Singkatnya perangkat hukum tidak selalu 

menjamin terlaksananya kekukuhan hukum bila tidak di dukung dengan dari 

kesadaran masayarakat sendiri.5 

Pencatatan perkawinan hanyalah sebuah persyaratan bagi orang yang 

ingin menjadi sebagai pegawai di Instansi pemerintahan dan perkawinan juga 

tetap sah walaupun tidak dicatatkan.6 

                                                           
5Ismail Harahap, hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang Angkola, 

Selasa 14 April 2015. 
6ED, hasil wawancara, Rabu 15 April 2015. 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan responden diatas jelas bahwa 

sebagian masyarakat belum sadar akan kewajibannya untuk mencatatkan 

perkawinannya karena responden menganggap pencatatan hanyalah bagi orang 

yang memerlukannya saja padahal pencatatan merupakan kewajiban bagi setiap 

masyarakat muslim yang melangsungkan pernikahan. 

C. Analisa Penulis 

 Dari hasil penyebaran angket serta wawancara yang peneliti lakukan 

maka peneliti dapat menganalisa adanya beberapa faktor yang menyebabkan 

masyarakat Kecamatan Batang Angkola tidak mencatatkan perkawinannya 

antara lain: 

1. Pemahaman masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan. 

Sebagian besar masyarakat memahami bahwa perkawinan itu hanya 

cukup di laksanakan secara hukum Islam saja yaitu terpenuhinya rukun dan 

syarat tanpa harus dicatatkan sesuai dengan hukum Nasional. 

Hal ini sesuai dengan hasil angket peneliti yakni sistem hukum yang 

mengatur masalah perkawinan adalah hukum Islam yang menjawab sangat 

setuju sebanyak 12 orang atau 24 %, setuju sebanyak 28 orang atau 56 %, tidak 

setuju sebanyak 5 orang atau 10 %, sangat tidak setuju sebanyak 3 orang atau 6 

% dan ragu-ragu sebanyak 2 orang atau 4 %.  Mereka memahami masalah 

perkawinan tunduk pada hukum Islam klasik saja. 

2. Banyaknya perkawinan yang dilaksanakan secara marlojong. 
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Perkawinan yang di laksanakan secara marlojongmengakibatkan tidak 

dicatatkannya perkawinan karena perkawinan ini kebanyakan karena ketidak 

setujuan dari kedua orang tua atau hamil di luar nikah. 

Hal ini sesuai dengan hasil dari angket dan wawancara peneliti dengan 

responden yakni perkawinan yang dilangsungkan secara 

marlojongmengakibatkan tidak dicatatkannya perkawinan, yang menjawab 

sangat setuju sebanyak 33 orang atau 66 %, setuju 8 orang atau 16 %, tidak 

setuju sebanyak 7 orang atau 14 % dan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang 

atau 4 %. 

3. Banyaknya perkawinan kedua tanpa adanya bukti otentik dengan istri 

pertama. 

Perkawinan seperti ini masih banyak dilakukan sehingga perkawinan 

mereka tidak bisa dicatatkan karena tidak memiliki bukti akta cerai yang 

otentik.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden 

mereka juga mengakui dengan hal yang demikian. 

4. Pemahaman terhadap sahnya perkawinan. 

Responden memahami bahwa perkawinan tetap sah walaupun tidak 

dicatatkan serta perkawinan yang tidak dicatatkan bukanlah digolongkan 

kepada perkawinan sirripadahal kemudharatan perkawinanan yang tidak 

dicatatkan lebih besar dari maslahah. 

Hal ini sesuai sengan hasil anket dan wawancara peneliti dengan 

responden yakni perkawinan yang tidak dicatatkan digolongklan kepada 
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perkawinan liar (sirri), yang menjawab sangat setuju sebanyak 2 orang atau 4 

%, setuju sebanyak 1 orang atau 2 %, tidak setuju sebanyak 12 orang atau 24 

%,sangat tidak setruju sebanyak 31 orang atau 62 % dan ragu-ragu sebanyak 4 

orang atau 8 %.  Mereka berasumsi bahwa perkawinan yang tudak dicatatkan 

bukanlah termasuk perkawinan sirri. 

5. Ketidaktahuan terhadap hukum. 

Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan 

perkawinannya, mereka mengakui bahwa sosialisasi hukum tentang pencatatan 

perkawinan tidak pernah dilaksanakan oleh pihak instansi terkait hal ini adalah 

KUA setempat. 

Hal ini sesuai dengan hasil angket dan wawancara peneliti dengan 

responden yakni kurangnya sosialisasi hukum dari pihak petugas menjadi 

penyebab tidak dicatatkannya perkawinan, yang menjawab sangat setuju 

sebanyak 36 orang atau 72 %,setuju sebanyak 3 orang atau 6 %,tidak setuju 

sebanyak 2 orang atau 4 %, sangat tidak setuju sebanyak 6 oranag atau 12 %, 

dan ragu-ragu sebanyak 3 orang atau 6 %. 

Hal ini diakui oleh Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola bahwa 

sosialisasi hukum tentang pencatatan perkawinan hanya sekedar tambahan saja 
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baik ia melalui pengajian-pengajian dan sosialisasi kepada P3N dan pesan 

disampaikan kepada masyarakat luas.7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ismail Harahap, hasil wawancara dengan Ka.KUA Kecamatan Batang Angkola, 

Rabu 14 April 2015. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kesadaran masyarakat terhadap hukum kewajiban pencatatan perkawinan di 

Kecamatan Batang Angkola masih rendah.  Hal ini di tandai dengan hasil angket 

serta wawancara peneliti dengan masyarakat dan Ka.KUA Kecamatan Batang 

Angkola. 

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat tidak 

mencatatkan perkawinannya di KUA setempat antara lain,pemahaman 

masyarakat terhadap hukum pencatatan perkawinan,banyaknya perkawinan 

kedua tanpa adanya bukti otentik dengan istri pertama, banyaknya perkawinan 

yang dilaksanakan secara marlojong, pemahaman terhadap sahnya perkawinan 

dan ketidak tahuan masyarakat terhadap hukum. 

2. Kesadaran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal meningkatkan kesadaran 

masyarakat  terhadap kewajiban pencatatan perkawinan masih rendah 

dibuktikan dengan sosialisasi hukum untuk memberikan penjelasan ataupun 

pengetahuan kepada masyarakat atas wajibnya mencatatan perkawinannya di 

KUA setempat belum efektip dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

dibuktikan dengan sejauh ini Pegawai Pencatat Nikah hanya menyampaikan 
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secara tambahan saja baik ia melalui pengajian-pengajian, safari jum’at dan 

sosialisasi hanya kepada Pegawai Pembantui Pencatat Nikah saja. 

B. Saran-Saran 

1. Untuk masyarakat di Kecamatan Batang Angkola agar melaksanakan 

perkawinannyaserta mencatatkannya di KUA setempat, karena hukum dari 

pencatatan perkawinan adalah wajib serta bertujuan untuk menertibkan 

perkawinan dan sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat terutama bagi 

kaum wanita. 

2. Untuk Kepala Kantor Urusan Agama dan pembantu pegawai pencatatan nikah 

agar meningkatkan dalam hal pengsosialisasian hukum kepada masyarakat agar 

masyarakat tahu dan mengerti tentang pencatatan perkawinan jangan hanya 

sebagai tambahan saja bisa dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi dengan 

masyarakat ataupun dalam bentuk seminar yang berkaitan dengan pencatatan 

perkawinan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Hukum apakah yang mengatur tentang masalah perkawinan di Indonesia bagi 

orang yang beragama Islam ? 

2. Dimana letak pencatatan di dalam perkawinan bagi orang islam? 

3. Apakah perkawinan tetap sah walaupun tidak dicatatkan ? 

4. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan? 

5. Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat tidak 

mencatatkan perkawinannya ? 

6. Sejauh mana usaha yang telah di lakukan Bapak dalam hal meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan ? 

  



ANGKET 

“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan 

di  Kecamatan Batang Angkola 

 Kabupaten Tapanuli Selatan 

I. PENGANTAR 

Assalamu’alaikumWr.Wb. 

Dalam rangka menyelesaikan studi peneliti di Institut Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan, kami mohan kesediaan bapak / ibu, saudara / i untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai bahan menyusun 

penelitian peneliti dengan judul “kesadaran hukum masyarakat terhadap 

kewajiban pencatatan perkawinan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

Sehubungan dengan maksud di atas, peneliti sangat mengharapkan 

bantuan bapak / ibu, saudara / i meluangkan waktu seobjektif mungkin. 

Jawaban yang bapak / ibu, saudara / i berikan dalam angket ini dijamin 

kerahasiaannya, bahkan diharapkan merupakan sumbangan berharga bagi 

pengembangan khazanah ilmu pengetahuan keislaman. 

Atas bantuan dan kesediaan bapak / ibu, saudara / saudari membantu 

mengisi angket ini peneliti ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikumWr.Wb 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   :………………………………….. 

2. Jenis Kelamin  :…………………………………..   

3. Usia   :………………………………….. 

4. Pendidikan terakhir :………………………………….. 

5. Pekerjaan  :………………………………….. 

6. Alamat   :………………………………….. 

 …………………………………… 

 

III. PETUNJUK PENGISIAN 

Berikut ini terdapat item pertanyaan yang berkaitan dengan: Kesadaran 

hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan di Kecamatan 



Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.  Berilah tanda silang (X) pada 

salah satu jawaban paling cocok menurut bapak / ibu, saudara / saudari.  

Jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan 

berpedoman kepada sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat 

tidak setuju (STS) dan ragu-ragu (RR). 

IV. PERTANYAAN 

No PERTANYAAN ALTERNATIF JAWABAN 

1 Sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di 

Indonesia adalah hukum Islam 

SS S TS STS RR 

2 Sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di 

Indonesia adalah hukum adat / kebiasaan 

SS S TS STS RR 

3 Sistem hukum yang mengatur masalah perkawinan di 

Indonesia adalah hukum Negara 

SS S TS STS RR 

4 Dalam perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur 

secara jelas tentang pencatatan perkawinan 

SS S TS STS RR 

5 Pencatatan perkawinan sesuai dengan hukum Islam SS S TS STS RR 

6 Ketentuan Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam 

perundang-undangan di Indonesia wajib dilaksanakan 

SS S TS STS RR 

7 Pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilaksanakan  SS S TS STS RR 

8 Pencatatan perkawinan tidaklah begitu penting untuk 

dilaksanakan 

SS S TS STS RR 

9 Pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah 

dalam menertibkan perkawinan di Indonesia 

SS S TS STS RR 

10 Orang yang tidak mencatatkan perkawinannya di beri 

hukuman dengan denda paling banyak Rp.6.000.000; 

(enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 

(enam) bulan 

SS S TS STS RR 

11 Perkawinan yang di catatkan membawa ketentraman dan 

kebahagiaan dalam rumah tangga 

SS S TS STS RR 

12 Perkawinan yang tidak di catatkan berpotensi membawa 

dampak negatif di kemudian hari 

SS S TS STS RR 

13 Orang yang mencatatkan perkawinannya merupakan orang 

yang taat pada aturan syariat Islam 

SS S TS STS RR 

14 Orang yang tidak mencatatkan perkawinannya merupakan 

orang yang tidak taat pada syariat Islam 

SS S TS STS RR 

15 Perkawinan yang tidak di catatkan di golongkan kepada 

perkawinan liar(siri) 

SS S TS STS RR 



16 Pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya suatu 

perkawinan 

SS S TS STS RR 

17 Perkawinan tetap sah walaupun tidak dicatatakan      

18 Pencatatan perkawinan memakan biaya yang sangat mahal SS S TS STS RR 

19 Perkawinan yang dilangsungkan secara marlojong 

mengakibatkan tidak dicatatkannya perkawinan 

SS S TS STS RR 

20 Kurangnya sosialisasi hukum dari pihak petugas menjadi 

penyebab tidak dicatatkannya perkawinan 

SS S TS STS RR 

 

  



 
 



 


	01. Cover
	02. BAB I
	03. BAB II
	04. BAB III
	05. BAB IV
	06. BAB V
	07. Daftar Pustaka

